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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara yang berkembang, pemerintahnya memiliki peran 

penting guna untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia. Kebijakan 

fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 

penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai pembangunan ekonomi tersebut. 

 Kebijakan fiskal merupakan suatu tindakan pemerintah untuk mengatur 

jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin di dalam dokumen 

APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk wilayah nasional dan APBD 

(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) untuk wilayah regional atau daerah 

(Hariyanto, 2006). 

 Tata cara penyusunan dan implementasi APBD (Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah) memiliki berbagai macam permasalahan, salah satunya dalam 

pengalokasian sumber-sumber pendapatan daerah yang diperuntuhkan untuk 

kepentingan publik, baik dalam alokasi dana untuk belanja langsung maupun 

belanja tak langsung. Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik kepada 

masyarakat harus berdasarkan azas desentralisasi. Kepala daerah diberi 

kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian 

bagi hasil penerimaan (reveneu sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau 
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dikenal dengan dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD (Tuasikal, 

2008). 

Menurut Cardiman (2006), pemerintah daerah diberikan wewenang yang 

lebih besar untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri termasuk dalam hal 

pengelolaan keuangan daerah, hal ini memberikan peluang bagi daerah untuk 

menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka 

meningkatkan kemandirian daerah. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan 

fungsinya secara efektif dalam pengambilan keputusan pengeluaran sektor publik 

maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal 

dari pemerintah pusat, yang terdiri dari dana perimbangan termasuk Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain 

dana perimbangan pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri 

berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan, dan Lain-lain Pendapatan. 

Kebijakan desentralisasi merupakan suatu kebijakan untuk mewujudkan 

kemandirian daerah. Kebijakan desentralisasi telah menjadi pilihan baik di negara 

maju maupun negara berkembang dalam menjalankan kebijakan ekonominya 

tidak terkecuali di Indonesia. Desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan 

pelayanan di berbagai sektor terutama pada sektor publik (Haryanto, 2005). 

 Halim (2001) mengatakan untuk menuju kemandirian daerah yang baik, 

pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan 

publik di daerah dan melakukan perbaikan di berbagai sektor yang berpotensi 

untuk dikembangkan menjadi sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam 
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meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mengoptimalkan 

potensi pendapatan yang dimiliki untuk pembangunan pada sektor-sektor yang 

produktif di daerah.  

Tabel 1.1 Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Kabupaten 

Musi Banyuasin, Muara Enim, Kota Palembang, Prabumulih dan Provinsi. 

Sumatera Selatan tahun 2014 dan 2019 

 
(dalam juta rupiah) 

Kabupaten/Kota  
Pajak Daerah 

Pendapatan Asli 

Daerah 
Dana Perimbangan 

2014 2019 2014 2019 2014 2019 

Musi Banyuasin 61.581 69.943 41,061 286.594 1,016,000 3.103.333 

Muara Enim 47.806 139.778 88,207 303.296 1,959,000 2.155.493 

Palembang 463.574 832.056 458,534 1.081.114 1,171,000 1.968.123 

Prabumulih 18.822 30.189 26,877 100.975 483,288 861.874 

Sumatera Selatan 2.267.779 3.145.558 2.422.673 3.494.510 2.982.866 5.698.701 

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id, tahun 2020 

Tabel 1.1 di Sumatera Selatan terlihat mencakup Pendapatan Asli Daerah 

dan Pajak Daerah, data tersebut memiliki kenaikan yang baik dari tahun 2014 ke 

2019. Dalam hal ini daerah Kabupaten Muara Enim memiliki Pajak Daerah 

sebesar Rp. 47.806.000.000,- tahun 2014 dan tahun 2019 sebesar Rp. 

139.778.000.000,- yang memiliki kenaikan yang tinggi. Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Muara Enim tahun 2014 sebesar Rp. 88.207.000.000,- dan tahun 2019 

sebesar Rp. 303.296.000.000,- yang memiliki kenaikan yang tinggi dibandingkan 

Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam hal ini pemerintah seharusnya bisa melihat 

dan meningkatkan kemandirian daerah dan bisa mengoptimalkan potensi 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
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pendapatan daerah yang ada pada daerah tersebut agar bisa melakukan 

pembangunan pada sektor produktifnya. 

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan 

Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah 

dan pusat. Pola hubungan yang cenderung sentralisasi ini berubah pada pola 

desentralisasi yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah 

dalam mengatur daerahnya. 

Kebijakan desentralisasi selanjutnya adalah kebijakan otonomi daerah, 

kebijakan otonomi daerah ini lahir karena melihat perkembangan kondisi dalam 

negeri yang menunjukkan keinginan dari rakyat akan keterbukaan informasi 

publik dan kemandirian daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Adapun 

kondisi dunia secara global mengidendikasi semakin kuatnya arus globalisasi 

yang tentunya menuntut adanya daya saing yang kuat dari tiap negara. Upaya 

penguatan daya saing negara secara umum dapat dicapai bila pemerintah 

daerahnya memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan potensi yang 

ada di daerahnya sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas 

pembangunan daerah. 

Adanya otonomi daerah berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih 

mandiri, tak terkecuali juga dalam bentuk finansial. Meski demikian pemerintah 

pusat tetap memberikan dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum yang di 

transfer ke pemerintah daerah. Dana perimbangan di Provinsi Sumatera Selatan 

pada tahun 2014 sebesar 2.982 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 
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5.698 juta rupiah. Dari Tabel 1.1 diketahui dana perimbangan terbesar pada tahun 

2014 adalah Kabupaten Muara Enim dan 2019 terdapat pada Kabupaten Musi 

Banyuasin. Program otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap 

kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing–masing. 

Menurut Mardiasmo (2002), bahwa otonomi daerah merupakan suatu 

transformasi paradigma dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan di 

daerah, dimana pemerintah daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk 

mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab 

agar hasilnya dapat diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

di daerah. Transformasi paradigma dalam hal ini terletak pada aspek akuntabilitas 

pemerintah daerah dalam rangka mengelola sumber-sumber ekonomi di daerah 

tersebut. Tujuan utama melaksanakan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan 

pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. 

Panggabean (2009) menyatakan bahwa konsekuensi di dalam 

melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah dituntut 

untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu 

meningkatkan PAD yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam mewujudkan 

otonomi daerah.  
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Akan tetapi ada fakta lain, bahwa daerah tidak akan mampu membiayai 

pengeluarannya, baik itu belanja langsung maupun belanja tidak langsung jika 

hanya mengandalkan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu 

pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dengan pemberian bantuan untuk 

keuangan pemerintah daerah dengan dana perimbangan (Haryanto, 2005).  

Salah satu faktor terpenting dalam menjalankan roda perekonomian suatu 

daerah adalah peningkatan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk 

membiayai segala macam belanja pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah 

diperoleh dengan menggali segala potensi yang ada di daerah tersebut guna 

menunjang laju perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Upaya mewujudkan suatu daerah agar memiliki perekonomian yang kuat,  

mampu tumbuh dan berkesinambungan, dapat dilakukan dengan mengembangkan 

sektor-sektor unggulan dan produktif yang berpotensi menjadi sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sari, 2016). 

Pendapatan Asli Daerah sendiri merupakan penerimaan yang diperoleh 

daerah dari sumber–sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh 

karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi 

yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar 

kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD 

berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah terhadap bantuan pemerintah 
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pusat. Adapun menurut (Mardiasmo, 2002) Pendapatan Asli Daerah adalah 

penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil 

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lain–lain pendapatan asli daerah. 

Pengertian PAD dapat juga dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-

usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber 

keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya (Sari, 2016). 

Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari penerimaan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah-daerah untuk memberikan pembiayaan kebutuhan 

daerah tersebut. Dana Perimbangan bisa dikatakan atau biasa disebut dana 

transfer. Tujuan dana transfer adalah a). mengurangi keuangan horizontal antar 

daerah, b). mengurangi kesenjangan vertikal Pusat dan Daerah, c). mengatasi 

persoalan efek pelayanan publik tiap daerah, dan d). untuk menciptakan stabilitas 

aktivitas perekonomian di daerah. Dana perimbangan diberikan untuk membantu 

daerah dalam mengatasi ketimpangan pendanaan di daerah. Dana perimbangan 

diberikan kepada daerah dengan melihat potensi, keadaan/kondisi, dan kebutuhan 

daerah tersebut. Dana perimbangan antara pusat dan daerah merupakan hal yang 

tidak bisa dipisahkan dari sistem keuangan negara (Rahmawati, 2010). 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau yang biasa disebut SiLPA, yaitu 

selisih lebih realisasi pengeluaran dan penerimaan selama satu periode anggaran. 

SiLPA APBD ialah selisih lebih antara realisasi pendapatan, Laporan Realisasi 
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Anggaran (LRA) dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 

dalam APBD selama satu periode laporan. 

Belanja Daerah yaitu semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan 

(UU 33 Tahun 2004). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening 

Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan 

kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh daerah. 

Tabel 1.2 Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan 

Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim, Kota Palembang, Prabumulih, dan 

Prov. Sumatera Selatan tahun 2014 dan 2019 

 
(dalam juta rupiah) 

Kabupaten/Kota  
Belanja Daerah 

Pendapatan Asli 

Daerah 
Dana Perimbangan 

2014 2019 2014 2019 2014 2019 

Musi Banyuasin 3.517.904 3.647.212 41,061 286.594 1,016,000 3.103.333 

Muara Enim 1.783.781 2.992.193 88,207 303.296 1,959,000 2.155.493 

Palembang 2.812.465 3.968.206 458,534 1.081.114 1,171,000 1.968.123 

Prabumulih 927.133 468.550 26,877 100.975 483,288 861.874 

Sumatera Selatan 5.781.570 9.618.074 2.422.673 3.494.510 2.982.866 5.698.701 

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id, tahun 2020 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Belanja Daerah antara 2 kabupaten dan 2 

kota masing-masing berbeda antara satu dengan yang lainnya. Belanja Daerah di 

Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 3.517 juta rupiah yang tertinggi pada tahun 

2014, dan di Kota Palembang sebesar 3.968 juta rupiah yang tertinggi pada tahun 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
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2019. Belanja daerah ialah berupa seluruh pengeluaran pemerintah daerah dalam 

satu anggaran berisikan biaya yang wajib dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

untuk menjalankan program kerja pemerintah.  

Belanja daerah pun memiliki komposisi yang harus diperhatikan sebaik-

baiknya untuk menunjang kebutuhan fasilitas publik supaya bisa meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya. Ketika rasa percaya masyarakat 

meningkat maka akan dapat membuat meningkatnya kontribusi masyarakat dalam 

membayar pajak, yang tentunya itu merupakan salah satu dari pendapatan asli 

daerah. Dari latar belakang diatas saya akan membahas penelitian mengenai 

“Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, 

Muara Enim, Kota Palembang, dan Prabumulih tahun 2010 – 2019”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin, 

Muara Enim, Kota Palembang, dan Prabumulih tahun 2010 - 2019 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Pengaruh Pajak dan 

Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
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terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim, Kota 

Palembang, dan Prabumulih tahun 2010 – 2019. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi ilmiah 

bagi akademisi khususnya ilmu ekonomi untuk menambah dan 

memperkaya bahan kajian teori-teori bagi peneliti selanjutnya.   

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu ekonomi pemerintahan tentang Pengaruh Pajak 

dan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin, 

Muara Enim, Kota Palembang, dan Prabumulih, dan dapat dijadikan 

bahan informasi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

Pemerintah Daerah tersebut.  

b. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan yang berkaitan 

dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi sebagai masukan 

dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kedepan. 
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